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Abstract

The purpose of this research is to find out the administrators of the placement of perpetrators of sexual abuse in
the Bapas and according to the law. The research method used is normative juridical, which is an approach that
is carried out based on the law or legal principles related to this research. The results of this study indicate that
BAPAS is an institution to carry out community guidance based on applicable laws and regulations in
accordance with Regulation no. 35 Years 2018.
Keywords: Child Placement; Obscenity; Correctional Center

Abstrak

Tujuan dri penelitian ini adalah untuk mengtahui pengtura penempatan ana pelau pencabulan di bapas dan
menuur undang-undang. Metode penlitian yang digunakan adalah yuridis normatif adalah pendekatan yang
dilakukan berdasar undang-undang atau asas hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil pelitian ini
menunjukkan bahwa BAPAS merupaan pranata unuk melaksanakan bimbingan masyarakat berdasarkn undang-
undang dan praturan yang berlaku sesuai dengan Peraturan No. 35 Tahun 2018.
Kata kunci: Penempatan Anak;Pencabulan;Balai Permasyarakatan
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PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berlandasan hukum,seperti yang diketahui hukum

sangat berkaitan erat dengan masyarakat yang dimana kegitan-kegiatan yang dilakukan oleh

masyarakat didasari dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku.Didalam keadaan

sekarang saja dengan adanya hukum masih banyak kejahatan yang terjadi bagaimana kalau

tidak ada hukum tidak dapat dibayangkan negara ini akan seperti apa. Kejahatan sendiri dapat

terjadi dimana saja dan kapan saja. Kejahatan itu sendiri dapat terjadi pada setiap masyarakat

karena kejahatan itu sendiri merupakan sebuah prilaku yang merugikan banyak orang. Banyak

berbagai macam kejahatan yang dapat terjadi dilingkungan masyarakat salah satunya adalah

kejahatan seksual atau yang biasa disebut asusila yang dilakukan oleh orang yang tidak

menggunakan akal sehat serta dorongan hawa nafsu makanya hal tersebut bisa saja terjadi.2

Kasus pencabula sendiri banyak terjadi di kalangan masyarakat khususnya anak-anak.

Pencabulan merupakan sebuah perilaku yang sangat tidak mencerminkan moral

maupun perlakuan yang sangat keji. 3Pencabulan sebenarnya telah ditetapkan didalam

peraturan perundang-undangan Nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan anak undang-

undang Nomor 39 Tahun 1997 tentang peradilan anak serta pasal 81 undang-undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Kasus ztindak zpidana zpencabulan zyang zterjadi zdi zIndonesia zini zkhususnya zterhadap

zanak-anak zdibawah zumur zharus zmendapatkan zperhatian zkhusus zserta zserius. Korban zmaupun

zpelaku zharus zmendapatkan zkeadilan zsesuai zdengan zUndang-undang zyang zberlaku. Karena

zbanyaknya zkejadian zmengenai zhal zini zsangat zmresahkan zbagi zsemua zkalangan. Pemerintah

zharus zsecepatnya zharus zberupaya zuntuk zmengatasi zhal ztersebut. Berdasarkan zhal ztersebut

zmakazlahirlah zkonsep zdiversion zyang zbiasa zdisebut zdiversi zatau zpengalihan.

Selain zdari zpihak-pihak zhukum zseperti zhakim,jaksa zserta zLembaga zpermasyarakatan

z(BAPAS) z juga z menjadi z salah z satu z Lembaga z yang z telah z disiapkan z pemerintah z yang

z memiliki

2
zAbu zHuraerah, z(2006), zKekerasan zTerhadap zAnak, zJakarta: zPenerbit zNuansa, zhlm. 47.

3
zMaidin zGultom, z(2008), zPerlindungan zHukum zTerhadap zAnak zdalam zSistem zPeradilan zPidana zAnak

zdizIndonesia, zBandung: zRefika zAditama, zhlm, z1.
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peran zaktif zdalam zmemberikan zbimbingan zterhadap zkasus-kasus zkriminal zsalah zsatunya zkasus

zpencabulan zanak-anak zdibawah zumur. Balai zpermasyakaratan zsendiri zbertugas

zuntukzmemberikan zbimbingan zmaupun zpengawasan zterhadap zpara zpelaku zkejahatan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan

permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Penempatan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Menurut

Peraturan Perundang-undangan ?

2. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Anak Pelaku Pencabulan Yang ditempatkan di

Balai Permasyarakatan (BAPAS) Kelas I ?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan penempatan anak pelaku tindak pidana pencabulan anak

menurut peraturan undang-undang.

2. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang anak pelaku pencabulan yang ditempatkan

di balai permasyarakatan (BAPAS) Kelas I.

METODE zPENELITIAN

Dalam zpenelitian zini zmenggunakan zjenis zpenelitian zdeskriptif, zyaitu zuntuk

zmemberikan zdata zyang zseteliti zmungkin ztentang zmanusia zkeadaan zatau zgejala zlainnya.

dimaksudkan zuntuk zmemperoleh zgambaran zyang zbaik z, zjelas zdan zdapat zmemberikan zdata

zseteliti zmungkin ztentang zobyek zyang zditeliti z.Dalam zpenelitian zini zmenggunakan zpendekatan

zyuridis znormatif, zdisebut zjuga zpenelitian zhukum zdoktinal zyaitu z hukum zdikonsepkan zsebagai

zapa zyang ztertulis zdalam zperundang-undangan zatau zhukum.Sifat zpenelitian zyang zpenulis

zgunakan zadalah zpenelitian zyang zbersifat zanalisis zdeskrptif zkualitatif zyaitu zmenggambarkan

zkondisi zapa zadanya, zserta zlebih zmenekankan zmakna zpada zhasilnya.

Bahan zHukum zyang zdigunakan zdalam zpenelitian zini zmencakup zbahan zhukum zprimer,

zbahan zhukum zsekunder, zdan zbahan zhukum z tersier, zyaitu:

a. Bahan zhukum zprimer
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1. Undang-undang zDasar zNegraa zRepublik zIndonesia zTahun z 1945

2. Kitab zUndang-undang zHukum zPidana z(KUH).

3. Undang-undang zNomor z11 zTahun z2012 zTentang zSistem zPeradilan zPidana zAnak.

b. Bahan zhukum zsekunder

Bahan z hukum z sekunder z terdiri z dari z buku, z karya z tulis z ilmiah z yang

z membahaszpersoalan zyang zberkenaan zdengan ztindak zkekerasan zdalam zrumah ztangga

c. Bahan zhukum ztersier zberupa zkamus zhukum zdan zensiklopedia.

PEMBAHASAN

Pengaturan z Penempatan z Anak z Pelaku z Tindak z Pidana z Pencabulan z Menurut

z PeraturanzPerundang-undangan

Ketentuan zyang zmengatur zmengenai ztindak zpidana zpencabulan zsendiri zdalam zKitab

zUndang-Undang zHukum zPidana zpada zBab zXIV zbuku zke zII, zyaitu zpada zPasal z289 zsampai

zdengan zPasal z29 zKitab zUndang-Undang zHukum zPidana, zpencabulan ztersebut zdikategorikan

zsebagai zkejahatan zterhadap zkesusilaan. Sedangkan zpencabulan zterhadap zanak zdiatur zdalam

zPasal z290 zayat z(2) zdan zayat z(3), zPasal z292, zPasal z293, zPasal z294 zayat z(1) zdan zPasal z295 zKitab

zUndang-Undang zHukum zPidana. Serta zdiatur zjuga zdi zdalam zPasal z76 zE zdan zPasal z82 zUndang-

zUndang zNomor z35 zTahun z2014 ztentang zPerlindungan zAnak.Tindak zpidana zada zyang zdapat

zdilakukan zpelaksanaan zsesuai zdengan zkonsep zdiversi zdidalam zUndang-undang zNomor z11

zTahun z2012 zTentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu tindak pidana yang ringan yang

memiliki ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak

pidana yang telah disebutkan didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem

Peradilan Pidana Anak.

Penahanan zterhadap zanak zsudah zpasti zberbeda zdengan zterdakwa

zdewasa,terhadapzpenahanan zanak zyang zberkonflik zhukum zyaitu z:

1. Penahanan zyang zdilakukan zoleh zpenyidik zpaling zlama z7 z(tujuh) zhari zserta zdapat

zdiperpanjang zoleh zpenuntut z umum, zselama z8 z(delapan) zhari,sedangkan zterhadap zterdakwa

zyang ztelah zdewasa z20 z(dua zpuluh) zhari zdengan zperpanjangan zselama z40 z(empat zpuluh) zhari.



149

2477-0124
Al-Adl: Jurnal Hukum, Volume XII Nomor 4, November 2022 ISSN 1979-4940/ISSN-E

2. Penahanan zyang zdilakukan zoleh zpenuntut zumum, zpaling zlama z5 z(lima) zhari zkemudian zbisa

zsaja zdiperpanjang zoleh zhakim zselama z5 z(lima) zhari zdan zterhadap zterdakwa zyang ztelah zdewasa

z20 z(dua zpuluh) zhari zdengan zperpanjangan z30(tiga zpuluh) zhari.

3. Penahanan zhakim zselama z10 z(sepuluh) zhari zkemudian zdapat zdiperpanjang zselama z15 z(lima

zbelas) zhari zoleh zketua zPN, zdan zterdakwa zdewasa zselama z30 z(tiga zpuluh) zhari zdapat

zdiperpanjang zselama z60 z(enam zpuluh) zhari.

Perlindungan zanak zmemang zharus zselalu zdiupayakan zdemi z terpeliharanya

zkesejahteraan zanak. Kualitas zperlindungan zterhadap zanak zhendaknya zmemiliki ztingkat zyang

zsama zdengan zperlindungan zterhadap zdewasa, zdikarenakan zsetiap zmanusia zmemiliki ztingkat

zsama zdidepan zhukum

Pengaturam zHukum zAnak zPelaku zPencabulan zyang zDitempatkan zdi zBalaizPermasyarakatan

z(BAPAS) zKlas zI

Balai zPermasyarakatan zmerupakan zpranata zuntuk zmelaksanakan zbimbingan

zkemasyarakatan zyang zdimana zmemiliki zfungsi zsebagai zpembimbing zkemasyarakatan zyang

zditugaskan zuntuk zmembimbing zklien zsesuai zdengan zperaturam zperundang-undangan. Tujuan

zdari zbapas zyaitu zuntuk zmembimbing zklien zpermasyarakatan zuntuk zmemperbaiki zdiri zserta

ztidakzmengulangi ztindak zpidana.

Dalam zsuatu zperkara zpidana, ztidak zdapat zditentukan zlamanya zproses zdari zpengaduan

zhingga zmendapatkan zputusan zyang zberkekuatan zhukum ztetap. Namun zapabila zAnak zyang

zBerkonflik zDengan zHukum zditahan, zmaka zpada zumumnya zsetiap ztingkat zpemeriksaan z(baik

zpenyidikan, zpra zpenuntutan, zatau zpersidangan) zakan zdiselesaikan zsebelum zmasa ztahanan zhabis.

Seorang zAnak zyang zBerkonflik zdengan zHukum zakan zditahan zdi zLembaga zPenempatan zAnak

zSementara zmanakala ztindak zpidana zyang zdiduga zdilakukannya zdiancam zdengan zpidana

zpenjara zminimal z5 z(lima) ztahun, zsehingga zAnak zyang zBerkonflik zdengan zHukum zyang zdiduga

zmelakukan ztindak zpidana zpencabulan zdapat zditahan.

Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 87 disebutkan bahwa anak

yang berstatus klien anak maka wajib menjadi tanggung jawab Bapas. Klien anak tersebut

berhak mendapatkan pembimbingan,pengawasab serta pendampingan untuk hak lain sesuai
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dengan zketentuan zperaturan zperundang-undangan. Bapas z juga zwajib zmelakukan

zevaluasizpelaksanaan zpembimbingan,pengawasan zmaupun zpendampingan.

Dengan zdemikian zdapat zdiartikan zsecara zsederhan zbahwa zbentuk zbimbingan zyang

zdilakukan zdan zdilaksanakan zoleh zBalai zPemasyarakatan zmendapatkan zkeleluasaan zdalam

zmenentukan zdan zmelaksanakan zbimbingan zkepada zWarga zBinaan zPemasyarakatan. Namun

zdemikian zdalam zmenentukan zdan zmelaksanakan zbimbingan zBalai zPemasyarakatan zharus ztetap

zmengacu zpada zPasal z3 zPeraturan zPemerintah zNo. 31 zTahun z1999 ztentang zPembinaan zdan

zPembimbingan zWarga zBinaan zPemasyarakatan zdalam zhal zpoin-poin zbimbingan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dalam penanganan perkara peradilan kepada anak berbeda dengan penangan

perkara terhadap orang yang dewasa . Didalam sistem peradilan pidana terhadap

anak merupakan keseluruhan dari penyelesaian-penyelesaian perkara anak yang

sedang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyidikan sampai tahap

pembimbimbingan. pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan

ayat (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. Serta diatur juga di dalam Pasal 76 E dan Pasal 82 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Balai permasyarakatan Kelas melaksanakan tugas dan fungsi kementrian hukum

serta hak asasi manusia didalam bidang pembimbingan kemasyarakatan dan

pengetesan anak yaitu dengan mendampingi anak nakal dalam proses peradilan

anak,sejak dalam proses penyidikan hingga putusan hakim. dalam menentukan dan

melaksanakan bimbingan Balai Pemasyarakatan harus tetap mengacu pada Pasal 3

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan

Warga Binaan Pemasyarakatan dalam hal poin-poin bimbingan.

Saran

1. Setelah mengetahui tentang undang-undang yang berlaku didalam tindak pidana

pencabulan, dan hukuman yang berlaku bagi tindak pidana pencabulan. Peran

BAPAS sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak pelaku

tindak pidana, karena kasus pencabulan bertambah setiap tahunnya maka diperlukan
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peran pemerintah maupun masyarakat untuk menangani hal tersebut. Pemerintah

bisa memberikan tugas kepada pihak lainnya untuk melakukan sosialisasi ke

sekolah untuk meminimalisir kejadian pencabulan anak dibawah umur

2. Peran masyarakat juga penting untuk lebih memperhatikan dan memberikan

pengarahan kepada orang-orang sekitar.

3. Bagi orangtua agar lebih cermat lagi dalam mengawasi anak-anak dalam

bergaul,serta memberikan pengertian kepada anak tentang apa yang boleh dan tidak

boleh dilakukan.
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